
Menteri Perenunaan PembanEnan Nasionau

Kepla Badan Puenernaan Pembangunan Nasional

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

KEPAIA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI
NOMOR KEP.I2 6/ M.PPN /HK/ 08/ 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS

PERENCANAAN DAN PENGUATAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
DALAM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL SPM (SPM) DI DAERAH

MENTERI PERXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI.,

Meninrbarr.g a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi dan
koordinasi pelaksanaan kegratan prioritas nasional
Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di
Daerah, perlu dilakukan kegiatan koordinasi strategis
perencanaan dan penguatan pemerintah daerah dalam
penerapan SPM di daerah;

b. bahwa berdasrkan pertimbangan xbagaimana dinuksud
dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi StrateSis

Perencanaan dan Penguatan Pemerintah Daenh dalam
Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah;

c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam
lampiran Keputusan im dianggap mampr dan memenuhi

Wrsyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai

anggota Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Penguatan
Pemerintah Daerah dalam Penetapan Standar Pelayanan
Minimal (SPM) di Daerah;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem

Perencanaan Pentbangunan Nasional (Lefibarun Neg ra
Republik Indonesia Tahrn 2OO4 Nomor 104, Tambahan
lrntbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentanS

Pemerintahan Daerah (l-entbaran Nesara Republik Indonesia

Tahon 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

Mengingat

beberapa . . .
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Menetapkan

beberapa kali, terakhir dengan lJndang-Undang Nomor 1

Tahrn 2022 ientang Hubung an Ketangan antara Pemerintah
fusat dan Pemerintah Daerah (l*mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Menteri Nomor 2 Tahtn 2018 tentang Standar
Pelayanan Miroimal;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahtn 2073 tentang Tata
Cara Pelaksanaan AnsSaran dan Belanja Negara sebagaimana
telah diubah dengan Peratrran Pemerintah Nomor 50 Tahun
2018;

5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2079 tentang Penata.an

Tugas dan Fun8si Kementerian Negara Kabinet Indonesia
Maju Periode Tahun 2079-2024;

6. Peratlltan Presiden Nomor 68 Tahtn 2019 tentang
Organisasi Kementerian Negara sebagaim ana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nornor 32 Tahun 2021;

7. Peraturan Presiden Nomor 8O Tahw 2021 tentanS
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;

8. Perafilran Presiden Nomor 8l Tahsn 2021, tentan1 Badan
Perencanaan Pembangunan Nasionall

9- Petataran Menteri Perencanaan Pembangwan
Nasional/Kepala Badan Perencan aan Pembangunan Nasional
Nomor 5 Tahun 2016 lentant Perencanaan, Pelaksanaan,
Pelaporan, Pemantatan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Petencanaan Pembanganan Nasional
Nomor 3 Tahun 2022 tentanS Organimsi dan Tata Kerja
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PERINCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAI/KEPALA BADAN PERINCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
STRATEGIS PERENCANAAN DAN PENGUATAN PEMERINTAH

ruSAT DAN DAERAH DALA]VI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN

MINIMAL (SPM) DI DAERAH.

Membentuk Tim Koordinasi Strategis Perencanaan dan Penglu^tan

Pemerintah PuMt dan Daerah dalam Penerapan Standar Pelayanan

Minimal (SPM) di Daerah untuk selanjutnya disebut Tim

Koordinasi ...

PERTA,MA
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KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KEENAM

Koordinasi SPM, dengan susunan keanggolaan sebagairnana
tercantum d,alam Lampiran Keputusan ini.

Tim Koordinasi SPM terdiri atas Tim Pengarah,Pen ngg]u'ngJawab,
Tim Pelaksana, d an Tenaga Pendukung.

Tim Pengarah bertuSas memberikan atahan kebijakan,
mengawasi, membimbing, memantau kemajuan, dan memberi
saran pemecahan atas pelaksanaan kegiatan.

Penanggung Jawab bertuSas untuk bertanggung jawab terhadap
seluruh pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan
kepada Menteri Perencanaan Pembangtnan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pernbangunan Nasional .

Tim Pelaksana bertugas:

a. melakukan koordinasi Wnerapan SPM lingkup Kernenterian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional dan lintas K/L pengampu di tingkat
pusat untuk 6 (enam) urusan yaitu pendidikan, kesehatan,
sosial, pekerjaan umum) Wfl;:mahan rakyat., dan
trantibumlinmas;

b. melakukan pemantauan dan evaluasi Wnerapan dan capaian
SPM di daerah bersama-sama dengan sekber SPM di tin8kat
pusat dan daerah;

c. mengidentifikasi permasalahan dan isu stuateSis Wnerapan
SPM di pusat dan daerah;

d. merumuskan arah kebijakan dan strategi untuk meningkatkan
efektivitas Wnerapan SPM dalam dokumen Wrencan an
nasional;

e. mengelola data dan infonnasi serta pelaporan terkait
perkembangan Wnerapan SPM per bidang dan daerah; dan

f. menyrsun laporan dan melaporkan hasil kegiatan Tim
Koordinasi SPM kepada Menteri Perencanaan Pembangvnan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangtnan Nasional
melalui Penanggung J aw ab.

Tenaga Pendukung bertuSas:

a. membantu pelaksanaan tuSas Tim Pelaksana dalam
pengumpulan data dan intbrmasi; dan

b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang
diberikan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH: ...

KELIMA
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KETUJUH

KEDEI,APAN

Segala biaya yang dipedukan dalam rungka pelaksanaan tugas
Tim Koordinasi SPM dibebankan pada Anggarun Pendapatan dat
Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/ Badan P er enc anaan P emb angunan Nasional.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut
sejak tangqal 3 Ja:rrr;'a,ri 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Agustus 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,

SUHARSO MONOARIA

nd.

Salinan sesuai der.rgan aslinya
Kepala Biro Hukum,

2-
RR. Rita Erawati



SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MXNTTRI PPN/
KEPALA BAPPENAS

NOMOR KEP. 1 2 6 / M.PPN /HK/ 08 / 2022
TANGGAL 8 AGUSTUS 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PERENCANAAN PENGUATAN PEMERINTAH

DAERAH DALAM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DI DAERAH

A. TIM PENGARAH

Ketua

Anggota

B. PENANGGUNGJAWAB

C. TIMPELAKSANA

Ketua

Sekretaris

Anggota

Menteri PPN/Kepala Bappenas.

l. Deputi Bidang Pernbangunan Manusia,
Masyarakat,, dan Kebrdayazn, Kementerian
PPN/Bappenas;

2. Depoti Bidang Kependudukan dan
Ketenagakerjaan, Kementerian
PPN/Bappenas;

3. Deputi Bidang Sarana d,an Prasarana,
Kementerian PPN/Bappen4s.

Deputi Bidang Pengembangan Regional,
Kementerian PPN/Bappenas.

Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian
PPN/Bappenas.

Alen Ermanita, S.Sos., M.Sc., Kementerian
PPN/Bappenas.

1. Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan
Daerah, Kementerian Daiam Negeri;

2. Kepala Biro Hukum, Kementerian
Pendidikan dan Kebuday aan;

3. Irma Rahmawati, ST, Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

4. dr. Mutiyarsih, MARS, Kementerian
Kesehatan;

5. Nenden Tasbibat, MPS, Sp, Kementerian

Sosial;

6. Khairul



D. TTNAGA PENDUKUNG

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

MENTTRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

46_.- z-
RR. Rita Erawati

6. Khairul Rizal, ST, MPP, Ph.D., Kementerian
PPN/Bappenas;

7 . Ewan Arumansyah, S.lP, MA, Kementerian
PPN/Bappenas;

8. Agung Mahesa Himawan Dorodjatoen, ST,

M.Sc, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas;

9. Ir. Hayu Parasati, MPS, Kementerian
PPN/Bappenas;

10. Dra. Hindun Parasati, MPS, Kementerian
PPN/Bappenas;

1 1. Sudira, S.Sos, MAP, Kementerian
PPN/Bappenas;

12. Nfia Oktivalerina, SE, M.Sc, Kementerian
PPN/Bappenas;

73.Nzqi Yuwanita Habibah, ST, MT,
Kementerian PPN/Bappenas;

14.Amos Prima Gracianto, ST, M.Sc, MPWK,
Kementerian PPN/Bappenas;

15. Prima Sari Anungputri, ST, MT,
Kementerian PPN/Bappenas;

li.Zaharatul Hasanah, ST, Kementerian
PPN/Bappenas;

77 .Luthfi Muhamad Iqbal, ST, Kementerian
PPN/Bapp€nas;

l,8.Rakadipta Septian Dwiputra, S.Si,

Kementerian PPN/Bappenas;

19. Annisa Kusuma Wardhani, ST,

Kementerian PPN/Bappenas.

1. Mira Berlian, Kementerian PPN/ Bappenas;

2. Suharyono, Kementerian PPN/Bappenas.


